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ABSTRAK 

 

Seorang hakim peradilan haruslah mempunyai kadar ilmu pengetahuan yang cukup, tidak 

hanya mengetahui ilmu hukum tetapi juga harus mengetahui hukum umum dan perangkat hukum 

yang berlaku serta mampu mengimbangi perkembangan hukum itu sendiri dalam arus globalisasi 

sekarang ini. 

Penelitian ini di fokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu kedudukan hakim dalam 

menjalankan kode etik sebagai penegak keadilan dan sangsi pidana pelanggaran hakim 

dalam menjalankan kode etik menurut Undang -Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang kekuasaan kehakiman. 

Penelitian ini menggunakan metode metode penelitian hukum normatif  yaitu metode 

penelitian kepustakaan (Library Research). Metode penelitian hukum normatif atau metode 

penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam 

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.  

Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa kedudukan Hakim Dalam Menjalankan Kode Etik 

Sebagai Penegak Keadilan memiliki kewenangan pengawasan Komisi Yudisial dalam 

mengawasi hakim masih lemah. Terbukti dengan tidak adanya kekuatan hukum mengikat dan 

sanksi apabila rekomendasi sanksi yang diajukan oleh Komisi Yudisil kepada Mahkamah Agung 

ditolak. Walaupun dalam Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2011 diatur apabila rekomendasi 

sanksi dari Komisi Yudisial ditolak oleh Mahkamah Agung dapat berlaku otomatis dan sangsi 

Pidana Pelanggaran Hakim Dalam Menjalankan Kode Etik Menurut Undang -

Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman  dipandang masih  

lemah karna tidak adanya sanksi bagi Mahkamah Agung apabila tidak menjalankan rekomendasi 

sanksi dari komisi Yudisial. Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal dipandang 

sebelah mata keberadaannya oleh para hakim, terbukti dengan banyaknya hakim yang mangkir 

dalam panggilan Komisi Yudisial. Mahkamah Agung sebagai lembaga pengawas internal tidak 

tegas untuk menindaklanjuti panggilan yang dialamatkan kepada hakim yang berada dibawah 

naungannya. 
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ABSTRACT 

 

A judicial judge must have a sufficient level of knowledge, not only knowing law but also 

having to know general law and applicable legal instruments and being able to keep pace with 

the development of the law itself in the current current of globalization.  

This research focuses on two problem formulations, namely the position of judges in 

carrying out the code of ethics as enforcers of justice and criminal sanctions for violating judges 

in carrying out the code of ethics according to Law Number 48 of 2009 concerning judicial 

power. 

This study uses normative legal research methods, namely the library research method. The 

normative legal research method or the library law research method is a method or method used 

in legal research conducted by examining existing literature. 

From this research, it was found that the position of judges in carrying out the Code of 

Ethics as Enforcers of Justice has the supervisory authority of the Judicial Commission in 

supervising judges is still weak. Evidenced by the absence of binding legal force and sanctions if 

the recommendations for sanctions submitted by the Judicial Commission to the Supreme Court 

are rejected. Although Law Number 18 of 2011 stipulates that if the recommendations for 

sanctions from the Judicial Commission are rejected by the Supreme Court, they can apply 

automatically and criminal sanctions for violations of judges in carrying out the Code of Ethics 

according to Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power are still considered weak 

because there are no sanctions. for the Supreme Court if it does not carry out the 

recommendation of sanctions from the Judicial Commission. The existence of the Judicial 

Commission as an external supervisory institution is underestimated by the judges, as evidenced 

by the many judges who were absent at the summons of the Judicial Commission. The Supreme 

Court as an internal supervisory institution is not firm in following up summons addressed to 

judges under its auspices. 
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